
Bじ PATl KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAN(111lE

NOMOR   l   TAHUN 2024

SISTEM KじRJA DlしINGKUNGAN PEヽ lERINTAH lDAERAH U NTUlゝ

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

TENTANG

DENGAN RAHヽ lAT TUHAN YANG 〕スAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATIIくEPUしAUAN SANGIHE.

bah$,a berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri

Pendalagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi

Nomor 7 Tahr.rn 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasj, setiap instansi
pemerjntah melakukan pengaturan peD-\ esuaian sistem ker.ja;

L Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukar.r Daerah Tingkat ll di Suia\ esi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7.1,

Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nornor

1a'22);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar-a Repub)ik

Indonesia Tahun 201.+ Nomor 24.+, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah te.akhl. dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentar.g Cipta Xerja menjadi Undang-Undang
(L€mbaran Nega.a Republik Indonesia Tailun 2O23 Nomor

41, Tambahan l,emtlaran Negara Republik lndonesia

ttomor 68561; J 0
t -'f

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK 

PENYEDERHANAAN BIROKRASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi 

pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja, 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822), 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856)/@, 
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3. Peratlrran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Perubaha;r Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

Sulal!,esi Utara (kmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomol 5557);

z+- Peraturan Menteri Pendalagunaan Aparatur Negara dan

Refolmasi Birokrasi Nomor 7 Tahur, 2022 tentang Sistem

Kela pada lnstansi Pemerintah untuk Penlederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Inhun 2022

Nomor 181);

MEMUTUSKAN

lVlenetapkan I PERATURAN  BUPATI  TENTAN(1

LINGKUNGAN    PEル lERINTAH

PENYEDERHANAAN BIROl(RAS〔

SISTElvl

DAERAH

KERJA  Dl

U NTUI、

BAB I

KETENTUAN Uヽ 4UM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan SaLngihe.

2. BLrpati adalah Bupati KepulaLLan Sangihe

3. Peaerintah Daerah adalah Bupati sebagai Llnsur

penyelenggara Pemerintalan Daerah _vang memimpin

peiaksanaan urLrsan pemerintahan lang menja(li

keuenangan Daerah.

,t. Perangkat Daerah adalah unsLir pembaDtu Bupati dan

Delvan Peruakilan Rah,at Daerah dalam pen_veiengtgaJaan

urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.

S. Aparatur Sipjl Negara I ang selanjutn],a disingkat ASN adalah

profesi bagi pegau.ai negeri sipil dan pega$.ai pemerintah

dengan perjanjia! kerja 1-ang beker.la pada instansi
Penrerintah Oaer ah jfi,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5557), 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2022 

Nomor 181); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN 

LINGKUNGAN 

BUPATI TENTANG SISTEM 

DAERAH 

KERJA DI 

PEMERINTAH UNTUK 

PENYEDERHAN AAN BIROKRASL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

• Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyeienggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

Pemerintah Daerah. [+, 
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6. Pegau,ai ASN adalah pegawai nege.i sipil dan pegauai

pemerintalr dengan perjanjian kerja ,vang diangkat oleh

pejabat Pembjna Kepegarvaian dan diserahr tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnl,a dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan

perundang undalrgan.

7. Sistern Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja

yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas

dal fungsi organisasi.

8. Pen)esuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan

pengembangan mekanisme kerja dar-t proses bisnis Pegau ai

ASN denEjan memanfaatkar sistem pemerintahan berbasis

elektronik-
g. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara ke4a organisasi

)ang merlggambarkan alur pelaksaDaan tugas Pega$ai ASN

tang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan

kompetensi, keahlian dan/ atau keterampiian.

10. Proses Bisnis adalah kumpulaD aktivitas terstruktur l,ang
menggambarkan hubungan kerja -r ar.rg efektif dan efisien

antarunit organisasi untuk rnenghasilkan kinerja dan

keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi.

1 l. Unit Organr'sasi adalah bagian dari struktur organisasi _\'ang

dipimpin oleh pejabat pimpilan tinggi pratana, pejabat

administrator. pejabat penga$'as, atau pejabat fungsional

I'ang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i2. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggl

pratama, pejabat administr-ator, pejabat penga*as. atau

pejabat lungsional yang diangkat untuk memimpin suatu

Unit Organisasi tertentu-

13. Pejabat Fungsional adalah Pegaq,ai ASN lang menduduki
jabatan fungsjonal pada Pemerintah Daerah.

14. Pejabat Penilai Kineia adaiah atasan langsung dengar1

ketentuan paltrg rendah pejabat penga$-as atau pejabat lain

J anB drben pendelegasian keuenangan.++

-3 

6. Pegawai ASN adalah pegawa negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja 

yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi organisasi. 

8. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan 

pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai 

ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik. 

9. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi 

yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN 

yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan 

kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan. 

10. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 

antarunit organisasi untuk menghasilkan kmnerja dan 

keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan 

pendirian organisasi. 

11. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang 

dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat 

administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional 

yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi 

pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau 

pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu 

Unit Organisasi tertentu. 

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah. 

14. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan 

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain 

yang diberi pendelegasian kewenangan.[4 



15. PenugasaD adalah penunjukan atau pengajrraD sukarela

Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan

tugas tertentu di bau,ah Pimpinan Unit Organisasi dalarn

periode waktu tetentu sesuai dengan kompetensi, keahljan

dan/atau keterampilan.

16. Sistenl Pemerintahan Berbasjs Elektronik yang selanjutD\a

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pel)gguna SPBE.

17. Pejabat yang Benvenang adalah pejabat yang mempunl.ai

keuenangan mengangkat mentindahkan dan

memberhentikan Pegau'ai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perrr ndang,undangan Yang berlaku.

Pasal 2

Penvederhanaan buokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan

reformasj birokrasi dalan rangka me\!ujudkan rata kelola
peme ntahan l-ang efektif dan efisjen dengan mengoptimalkan
pemanlaat,rn SPBE.

-1

Pasa1 3

Pasa1 4

{1) Penvederhanaan bi.okrasi dilakukan melalui tahapan:

a. pen\ederhanaan slrukr Lr r orgar)isasi:

b. pen-\'etaraan jabatau: dan

c. Penr,esuaian Sistem (erja.

{21 Penvesuaian Sistem Kerja sebagairnana dimaksud pada a\at
(1J hurulc meliputi Melanisme Iierja dan Proses Bisnis.

Sistem Keia digunakan sebagai instrumen bagi pegawai ASN

clalam melaksanakall tugas dan fungsi Unit Organisasi pada

Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi
dan pen-r,etaraan jabatan daiam rangka penvederhanaatr

brrokrasr.-i&r,'

-4­ 

15. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela 

Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan 
tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam 

periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian 

dan/atau keterampilan 

16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 

17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan mengangkat memindahkan dan 
memberhentikan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 2 

Penvederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan 

reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan 
pemanf aatan SPBE 

Pasal 3 

(1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan: 
a. penyederhanaan struktur organisasi; 

b. penyetaraan jabatan. dan 
c. Penyesuaian Sistem Kerja. 

(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufc meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis. 

Pasal 4 

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada 
Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi 

dan penyetaraan jabatan dalam rangka penvederhanaan 
birokrasi.[4, 

' 

------ -- 
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BAB ll

MAKSI」DI)AN Tt、,UAN

Pasal 5

(l) Maksud Penlesuaian Sistem l(erja ]'.aitu untuk mengatur alur
pelaksanaan tugas ASN setelah clilakukan pen\ederhanaarl

struktur organisasi da,1 pen)-etaraan labatan di lir-rgkuugan

Pemerintah Daerah.

(2) 'lujuan Pe1]\'esuaian Sistem Xerja I-aitu:
a. mel ujudkan proses kerja l ang efektif dan efisien;

b. memastikan pencapaian tu.juan, strategi, dan kinerja

organisasi;

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusja; dan

d. mengoptirnalkan pemanfaatan teknologr' informasi dan

komtLnikasi-

BAB 1ll

lヽEKANlSME KERJA

Bagian Kesatu

Uinurll

Pasa1 6

{1) Mekanisme IierJa sebagaimana dimaksud dalan Pasal 3 a,rat

12J dilaksana ka n dr.ngar) prinsrp:

a. orierltasi pada hasjll

b. kompetensi;

c. profesionalisme;

d. kolaboratift

e. transparansil dan

f. akulrtabel.

(2J Orientasi pada hasii sebagaimana dimaksud pada a_vat (1)

huruf a, adalah peninjauan untuk menentul.an sikap -vang

tepat dan benar.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada al'at (1) huruf b.

adaiah kecakapan. mengetahui, benvenang, dan berkuasa

11.

 ヽ ′
memutuska atau menentukan atas sesLlatu

-5- 

B3AB II 

MAKSUD DAN TU,JUAN 

Pasal 5 

(1) Maksud Penyesuaian Sistem Kerja yaitu untuk mengatur alur 

pelaksanaan tugas ASN setelah dilakukan penyederhanaan 

struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di hingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan Penyesuaan Sistem Kerja yaitu. 

a mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, 

b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja 

organ1sas; 

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan 

d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi damn 

komunikasi. 

13ABl!l 

MEKANISME KERJA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) dilaksanakan dengan prinsip: 

a. orientasi pada hasil; 

b. kompetensi; 

c. profesionalisme; 

d. kolaboratif; 

e. transparansi; dan 

f. akuntabel. 

(2) Orientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang 
tepat dan benar 

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa 

memutuskan atau menentukan atas sesuatu.ft, 
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{.11 Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (i) hurufc.
adalah mutu, kualitas. dan lindak tanduk yang merupakan

ciri suatu profesi atau orang yang profesional-

(5) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui d,

adalah kerja sama untuk membuat sesuatu-

(6) Transpararsi sebagaimana dimaksud pada a]at (1) huruf e.

adalah keadaan n]ata, jelas. jernih.

(7) Akuntabel sebagainaira dimaksucl pada a-!-at (1) hurul l.
adalah bertanggung jau,ab atas pengelolaan sumber daya da:-r

penegakan kebijakan.

Pasal 7

(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 al-at

(2) teldiri atas:

a. kedudukan:

b. penugasan;

c. pelaksanaan tugas;

d. pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan kinerja; dan

f. pemanlaatan teknologi inlormasi dan komunikasi.

(2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam

pengaturan alur pelaksanaan tugas Pega\\,ai ASN setelah

dilakukan pent ederhanaan struktur organisasi dan

pen\ etaraarl jabatan.

Pasa1 8

Mekanisme Kerja setelah penyederhanaan struktur organisasi

lerl)a8i menJa(lr .1 (trga1 tahapan. raru.
a. tahap pererrcanaan, meliputi:

1. peDlusunan dan penetapan perjanjian kineia, perumusaD

strategi pencapaian target kineda serta penugasan Pejabat

l-ungsional dan pelaksana di ))au,ah koordinasi oleh

pejabat pimpinan tinggi pratama;

2- perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kineia
oleh pe-iabat admr'nistrator lang terdiri dari pener-ttuaR

pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu,$

-6- 

(4) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, 

adalah mutu, kualitas. dan tindak tanduk yang merupakan 
ciri suatu profesi atau orang yang profesional. 

(5) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ct, 
adalah kerja sama untuk membuat sesuatu. 

(6) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

adalah keadaan nyata, jelas, jernih, 

(7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

adalah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya dan 

penegakan kebijakan. 

Pasal 7 

( 1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) terdiri atas: 

a. kedudukan; 

b. penugasan; 

c. pelaksanaan tugas; 

d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 

e. pengelolaan kinerja; dan 

f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

(2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam 

pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah 

dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan 

penyetaraan jabatan. 

Pasal 8 

Mekanisme Kerja setelah penyederhanaan struktur orgamsasi 
terbagi menjadi 3 (tiga} tahapan, yaitu. 

a. tahap perencanaan, meliputi: 

I. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan 

strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat 

Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi oleh 

pejabat pimpinan tinggi pratama; 

2. perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja 
oleh pejabat administrator yang terdiri dari penentuan 

pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu,[ 
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penentuan kebutuhan pelibalar peiabat Fungsjonal atau
pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas ketua tim; dan

3. penyusunal-r rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kinerja oleh pejabat Fungsional
dan pelaksana;

b. tahap nelaksanaan. mel,putl:

1.penJ'usnnan rinctan pelaksar-raan kegiatan, pembagran
peran dan pelal<sanaan kegiatan oleh pejabat FungsioDal
dan pelaksanaj

2. monitoring perkembangan dan pemberian umpan bi:1ik
atas pelaksanaan kegiatan oleb pejabat administrator
dan/atau ketua tim:

3. pen_vampaian hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepacla
pejabat administrator; dan

4. penentuan kebutuhan pelibatan eksternal unitl dan
c. tahap evaluasi, meliputi:

1. reviu atas hasil pelaksanaan tugas tim keia atau indiviclu
oleh pejabal adminisT,.jtor dan pejabat pimpinan tjnggi
pratama; dan

2. serah terima hasil pelaksanaan kegiatan vang telah
djn\'atakan sesuai dengan target !ang diharaDkan.

Pasal 9

Penyesuaian Mekanisme

Pasal 7 terdiri atas:

I(erja sebagaimana dimaksud dalam

a. penentuan kedudukan pejabat Fungsional dan pelaksana:
b. penugasan Peiabat Fungsional dan pelaksana; dan
c. penvesuaian dan pertanggunglaq,aban pelaksanaan tugas.

Bagian tredua

kedudukan

Pasal 10

Pegawai ASN memiliki kedudukan dalam struktur organisasi
sebagai basis pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan.{ L,

-7- 

penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau 

pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas ketua tim; dan 

3. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional 

dan pelaksana; 

b. tahap pelaksanaan, meliputi: 

l.penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian 

peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional 

dan pe1aksana; 

2. monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik 

atas pelaksanaan kegiatan oleh pejabat administrator 

dan/atau ketua tim, 

3. penyampaian hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepada 

pejabat administrator; dan 

4. penentuan kebutuhan pelibatan eksternal unit; dan 

c. tahap evaluasi, meliputi. 

l. reviu atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja atau individu 
oleh pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi 

pratama; dan 

2. serah terima hasil pelaksanaan kegiatan yang telah 

dinyatakan sesuai dengan target yang diharapkan. 

Pasal9 

Penyesuaian Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 terdiri atas: 

a. penentuan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana; 

b. penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana; dan 

c. penyesuaian dan pertanggungijawaban pelaksanaan tugas 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 10 

Pegawai ASN memiliki kedudukan dalam struktur organisasi 

sebagai basis pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan.4l, 
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Pasa]11

(1) Kedu<lukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan

Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.

tergambarkan dai€Lm struktur organisasi dan tata kerja

masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada a]-at (1 ) dilakukan melalur

proses percncanaan dan dengan mempertinrbangkaD rentang

kerrdalr dan bcl)an tLrgas organisasi

i3) Peretapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana

dalam suatu Unit Organisasi pada masing-masing Perangkat

Daerah ditetapkan oleh Bupati selaku pejabat pembina

kepega,,r,aian.

Bagian Ketiga

Penugasau

Pasa1 12

[1) Pe,rugasan Pejabat Fungsjona] dan peiaksana dilakrtkan

scぐ ara

a. individu: dan/atau

b. tim ke.ja.

(21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada a]at (1) dilakukan

setelah penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan

pelaksana.

i3) Penugasan sebagairnana dimaksud pada a]-at (1) dilakukal
melalui proses pereocanaan berdasarkan beban kerja.

(.tr] Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana

dimaksLrd pada ayat {1 ) diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja

atau Prmpinan Unit Organisasi, dengan mempertimbangkan

kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

{5) Selain mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau

keterampilan sebagaiorana dimaksud pada alat (4).

penLlgasan Pejabat Fungsional dan pelaksana .iug.r

merrge<leparrkan profesionaiisme. konrpetensi dan kolaborasi.f{
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Pasal 11 

(I} Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan 

Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung. 

tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja 

masing-masing Perangkat Daerah. 

(2) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

proses perencanaan dan dengan mempertimbangkan rentang 

kendali dan beban tugas organisasi 

(3) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana 

dalam suatu Unit Organisasi pada masing-masing Perangkat 

Daerah ditetapkan oleh Bupati selaku pejabat pembina 

kepegawaian. 

Bagian Ketiga 

Penugasa 

Pasal 12 

[l) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan 
secara: 

a. individu; dan/atau 

b. tim kerja. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan 

pelaksana. 

(3) Penugasan sebagaimana dmmaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui proses perencanaan berdasarkan beban kerja. 

(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat {1) diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja 

atau Pimpinan Unit Organisasi, dengan mempertimbangkan 

kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan. 

[5) Selain mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau 

keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (], 

penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana Jga 

mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaboras1.f4t, 



(6) Penugasan Pejabat FLrngsional dan pelaksana dalam tim

kerja sebagaimana dimaksud pada a,!-at (1) huruf b dapat

melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis.jabatan.

(71 Pejabat Frrngsional dan pelaksana vang mendapat penugasan

oieh Pejabat Penilai Kinerja diberikan surat penugasan

dan/atau bukti penugasan tertulis tang berbentuk fisik atau

elektronik.

{8) Penugasan secara indilidu dan/atau dalam tim kerja

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat melibatkan

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam

satu Unit Organisasi, lintas ljnjt Olganisasi, dan/at.ru lintas

instansi pemerintah-

(9) Dalam tim ke.Ja yang anggotarl)a berasal dari lintas Unit

Orgar-risasi dan/atau lintas instansi pemerifltah, Pejabat

Fungsional atau pelaksana ]ang berperan sebagai ketua tim

diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kine{a.

9-

Pasa〕 13

Pasa1 14

Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untLrk

melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, bail'

berupa tugas rutin ataLl tugas insidental ]ang dilaksanakan

dalam kurun \.raktu tertentu.

{1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan

melalui:

a. penunjukan: dan/atau

b. pengajuan sukarela.

{2) Penunjukan sebagaimana dirraksud pada a\,at (1) huruf a

merLrpakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional

atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kiireia dan/atau
Pimpinan Unit OrganisaSi untuk melaksanakan kinerja

tertentu.

(31 Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada a,\'at (l)
hurul b merupakan penugasan Pejabat FLlngsional atau

pelaksana atas dasa. permohonan aktif dao Pe.Jabat t\,

9­ 

(6) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

melibatkan l (satu) atau lebih jenis jabatan. 

(7] Pejabat Fungsional dan pelaksana yang mendapat penugasan 

oleh Pejabat Penilai Kinerja diberikan surat penugasan 

dan/atau bukti penugasan tertulis yang berbentuk fisik atau 

elektronik. 

(8) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat melibatkan 

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam 

satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan/atau lintas 

instansi pemerintah 

(9) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit 

Organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat 

Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 

diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja. 

Pasal 13 

Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk 

melaksanakan tugas lebih dan 1 (satu) target kinerja, baik 

berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu. 

Pasal 14 

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan 

melalu 

a. penunjukan; dan/atau 

b. pengajuan sukarela. 

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional 

atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau 

Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja 

tertentu. 

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
huruf b merupakan penugasan ejabat Fungsional atau 

pelaksana atas dasar permohonan aktif dan PeJabat f D., 
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Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja

tertentu.

(41 PenLrgasan sebagaimana dirraksud pada ayat (I) ditetapkan

oleh Peiabat Penilai Kinerja atau Pilnpinan Unit Organisasi.

Pasal 15

(1) Penunjukan sebagaimana djmaksud dalam Pasal 1+ ayat {1)

huruf a dapat dilakukar.t:

a. di dalam Unit Organisasi:

b. ljntas t.lnit Organisasi; alau

c. ljrltas ir)stansi pemerintah.

(2) Mekanisme penLlnjrikan di dalam Unit Orgar.risasi

sebagaimana dimaksud pada a)-at (1J huruf a dilakukan

secara langsung oleh Pirnpinan Unit C]r-ganrsasi.

(31 Mekanisme penunjukan lintas Unit Organisasi sebagaimana

dimaksud pada at'at (1) hurulb meliputi:

a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirim surat

permohonan pelibatan Pejabal Fungsional atau pelaksa)ra

kepada Peiabat Penilai Kjneda -vang dituju dengan

tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;

b. terhadap surat permohonarl pelibatan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a. Pejabat Penilai Kinerja dituju
memproses dan menjawab permohonan pelibatan Pejahat

dimaksud;

c- jilia permohonan disetujui maka Pimpinan Unit Organisasi

memberikan rekomendasi dan selanjutn]-a pejabat penilal

kinerja yaDg dituju menrusun surat penugasan sesuai

dengan kriteria vang disampaikan pemohon pelibatar.u

d.jika permohonan tidak disetu-jui maka Pejabat Penilai

Kinerja yang dituju menja$,ab surat permohonan pelibatan

dimaksud dengan alasan t)daI menletujrri; dan

e. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat

Penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

{.1) Mekanisme penunjukan lintas instansi pemerintah

sebaqaimana dimaksud pada a\at (ll h Ll rul. melipuri: ffut'
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Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja 

tertentu. 
(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 

oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi. 

Pasal 15 

(1) Pemunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf a dapat dilakukan: 

a. di dalam Unit Organisasi; 

b. lintas Unit Organisasi, atau 

c. Iintas instansi pemerintah. 

(2) Mekanisme penunjukan di dalam Unit Organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

secara langsung oleh Pimpinan Unit Organisasi, 

(3] Mekanisme penunjukan lintas Unit Organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirim surat 

permohonan peibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana 

kepada Pejabat Penilai Kinerja yang dituju dengan 

tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan; 

b. terhadap surat permohonan pehibatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, Pejabat Penilai Kinerja dituju 

memproses dan menjawab permohonan pelibatan Pejabat 

dimaksud; 

c. jika permohonan disetujui maka Pimpinan Unit Organisasi 

memberikan rekomendasi dan selanjutnya pejabat penilai 

kinerja yang dituju menyusun surat penugasan sesuai 

dengan kriteria yang disampaikan pemohon pelibatan; 

d.jika permohonan tidak disetujui maka Pejabat Penilai 

Kinerja yang dituju menjawab surat permohonan pelibatan 

dimaksud dengan alasan tdak menyetujui; dan 

e. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat 

Penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh 
tanggungjawab. 

(4) Mekanisme penunjukan lintas instansi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi: 4%, 
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a. Pimpinan Unit Organisasi pemjlik l(inerja mengirim surat

permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana

kepada Pejabat yang Beruenang dituju dengan tembusan

Pe-jabat Penilai Kinerja hersangkutan di instansinYa;

b.jika Pejabat vang Benvenang setuju atas permohonan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pejabat ,\,ang

Ben!'enang menja*ab surat permohonan dimaksud dan

menginstruksikan kepada Pejabat Penilai Kinerja untuk
mer)ugaslian Pejabat Fungsional atau pelaksana yang

memenuhi kriteria sesuai surat permohonar-r pelibatan:

c. terhadap instruksi sebagaimana dim€rksud dalam hu.ut b,

r-Dalia berrlasarkan rekomendasi Pimpinan Unit Organisasi,

Pejabat Penilai Kiner.ia menja$-ab ketersediaan Pe.jabat

Fungsional atau pelaksana lang bersesuaian dengan

kriteria -\'ang dibutuhkan dalam surat pertnohonan

pelibatan;

d. apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Penilai liinerla diruju mengirimkan surat
jataban permohonan pelibatan se.ta daftar Pejabat

Fur-rgsional atau pelaksana )ang ditugaskan kepada

Pejabat -! ang Ber$'( nang;

2.jika Pejabat tang Berq.-e.ang menletujui surat jau,aban

permol'ionan pelibatan serta daftar Pejabat Fungsional

atau pelaksana rang ditugaskan. Pe.jabat I airg

Beru'enang menglrjmkan surat ja\i.'aban permohonan

kepada PeJabat ,ang Ber",r-enang pemohon i

3. berdasarkan surat ja,y\iaban \.ang telah disetujui oleh

Pe.tabat yang Ben\enang, maka Pejabat Penilai Kir)e a
ata u Pimpinan Unit Orgar-risasi vang dituju menugaskan

Pejabat Fungsional atau peiaksana sesuai daftar pe,jabat

F'Lingsional atau pelaksana r-ang ditugaskitn untuk
bekerja sesuai pelibatan tersebut;

4. berdasarkan surat Jawaban pernlohonan pelibatan,

nlaka Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat
Penugasan dan/atau llukti Penugasan secara te.tulis
untLrk kemuclian disampaikan kepada Pejabat

Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan dengan机
{ ・
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a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirim surat 

permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana 

kepada Pejabat yang Berwenang dituju dengan tembusan 

Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya; 

b.jika Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pejabat yang 

Berwenang menjawab surat permohonan dimaksud dan 

menginstruksikan kepada Pejabat Penilai Kinerja untuk 

menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 

memenuhi kriteria sesuai surat permohonan pelibatan; 

c. terhadap instruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

maka berdasarkan rekomendasi Pimpinan Unit Orgamisasi, 

Pejabat Penilai Kinerja menjawab ketersediaan Pejabat 

Fungsional atau pelaksana yang bersesuaian dengan 

kriteria yang dibutuhkan dalam surat permohonan 
pelibatan; 

d. apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut: 

1. Pejabat Penilai Kinerja diruju mengirimkan surat 

jawaban permohonan pelibatan serta daftar Pejabat 

Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan kepada 

Pejabat yang Berwenang; 

2.jika Pejabat yang Berwenang menyetujui surat jawaban 

permohonan pelibatan serta daltar Pejabat Fungsional 
atau pelaksana yang ditugaskan, Pejabat yang 
Berwenang mengirimkan surat jawaban permohonan 

kepada Pejabat yang Berwenang pemohon, 

3. berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat Penilai Kinerja 

atau Pimpinan Unit Organisasi yang dituju menugaskan 

Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai daftar Pejabat 
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan untuk 
bekerja sesuai pelibatan tersebut; 

4. berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan, 

maka Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat 

Penugasan dan/atau bukti Penugasan secara tertulis 
untuk kemudian disampaikan kepada Pejabat 

Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan dengan J, 
' 
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tembLrsan Pejabat )ang Benvenang instansl

bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan dan

Pejabat yang Beravenang instansi pemohon: dan

5. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat

Penugasan untuk djlaksanakan dengan penuh tanggung

j arvab.

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada alat (3)

huruf a dan ayat (.+) huruf a paling sedikit memuat:

a. maksud dan tujuan pennohonan penugasan Pejabat

Fu ngsrona I dan pelaLsana:

b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan ,vang

dibutuhkan;

c. ekspektasi atau targc:t kinerja dari Pejabat Fungsiona) dan

pelal(sana; dan

d. durasi peiibatan Pejabat Fungsional dan pelahsana.

Pasal 16

{l) PengaJuan sukareia sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4
ayat (1 I huruf b dapat dilakukan:

a. dr dalam Unit Organisasi; atau

b. lintas Unit Organisasi.

(2) Mekar.risme pengajuan sukarela di dalam Unit Orgauisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi:

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menl'ampaikan

l<einginannya secara lisan untuk dapat terlibat dalam

pelaksaDaan kinerja tertentu kepada Pimpinan Unit

Organisasil

b. iika Pimpinan Unit Organisasi me!r)etujui. maka Pimpinan

Unit Organisasi menugaslian Pejabat Fungsional atau

pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu

sebagaimana dimaksud dalam hutuf a; dan

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat

PenuBasan untu)< diiaksanakan dengan penuh tanggung

lau arr J $,
I

tembusan 
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Pejabat yang Berwenang instans 

bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan dan 

Pejabat yang Berwenang instansi pemohon; dan 

5. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat 

Penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab 

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

hurufa dan ayat (4) hurufa paling sedikit memuat· 

a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat 

Fungsional dan pelaksana; 

b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang 

dibutuhkan; 

c. ekspektasi atau target kinerja dari Pejabat Fungsiona) dan 

pelaksana; dan 

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

Pasal 16 

(I) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1H huruf b dapat dilakukan: 

a. di dalam Unit Organisasi; atau 

b. Jintas Unit Organisasi 

(2) Mekanisme pengajuan sukarela di dalam Unit Organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Pejabat ungsional atau pelaksana menyampaikan 

keinginannya secara lisan untuk dapat terhbat dalam 

pelaksanaan kinerja tertentu kepada Pimpinan Unit 

Organisasi; 

b. jika Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpiman 

Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau 

pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan 

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menenma surat 

Penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung 

iawab.4%, 



(3) Mekanisme pengzrjuan sukarela lintas Unit Organisasi

sehagaimana dimaksud pada a),'at (1) huruf b meliputi:

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan

kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi ditrtju dengan

tembLrsan Pejabat Peniiai Kineda dan Pimpinan Unit

Organisasi bersangkutan;

b. jika Pimpinan Unit Organisasi dituju menl'etujr"ri, maka

Pejabat Fungsional dan pelaksana men\'-ampaikan surat

permohonan persetujuan ]'ang telah disetujui oleh

Pimpinan Unit Organisasi yarlg dituju kepada Pejabat

Penilai Kinerja dengan tembusan Pimpinan Unit O.ganisasi

bersangkutan;

c..jika Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan rnenl,etujui maka

pejabat penilai kineaa menyrisun surat Penugasan dan

rnenugaskan Pejabat Fungsional atau pelal<sana untuk
nelaksanakan kinerja ,rang berada di Pinrpinan Unrt

Organisasi yang dituju: dan

d. Pejabat Fungsjonal dan pelaksana menerima surat

penugasar untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

Bagian I(eempat

Pelaksanaan Tugas
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Pasal 17

{1) Pelaksanaan tLrgas Pejabat Fungsional clan pelaksana dapat

dilakukan dalam tim kerja atau individu.

(2) Pelaksanaan tugas dalam tim keda sebagaimana dimaksud

pada a_vat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional atau

pelaksana vang berasal dari:

a. dalam Unit Organisasi;

b. lintas Unit Organisasit dar.r

c. Untas instansi pemerintah.

(3) Jika pelnksanaan tugas dilakukan dalam tim kerja. Pimpinan

Unit O.ganisasi dapat menunjuk salah satu Pejabat

Fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim ker.la

beldasarkan keahiian dan /alau Lerer anrpilarr -| 9,
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(3) Mekanisme pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat 
permohonan 

untuk 
dapat 

dilibatkan dalam 
pelaksanaan 

kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dituju dengan 

tembusan Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit 

Organisasi bersangkutan, 

b.jika Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka 

Pejabat Fungsional dan pelaksana menyampaikan surat 

permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh 

Pimpinan Unit Organisasi yang dituju kepada Pejabat 

Penilai Kinerja dengan tembusan Pimpinan Unit Organisasi 

bersangkutan; 

c.jika ejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyetujui maka 

pejabat penilai kinerja menyusun surat Penugasan dan 

menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk 

melaksanakan kinerja yang berada di Pimpinan Unit 

Organisasi yang dituju; dan 

d. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat 

penugasan untuk dhlaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Tugas 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat 

dilakukan dalam tim kerja atau individu. 

(2) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional atau 

pelaksana yang berasal dari: 

a. dalam Unit Organisasi; 

b. lintas Unit Organisasi; dan 

c. lintas instansi pemerintah. 

(3) Jika pelaksanaan tugas dilakukan dalam tim kerja, Pimpinan 

Unit Organisasi dapat menunjuk salah satu Pejabat 

Fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim kerja 

berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.}¥ 
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(4) Jika dalam tim kerja terdapat anggota lang berasal dan lintas

Unit Organisasi dan /atau lintas instansi pemerintah. Pejabat

l'ungsional atau pelaksana 1-ang berperan sebagai ketua tim

drutamakan berasal dan Unit Organisasr pemilik kinerja.

i5) Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan

pelaksar-ra dalajn tim kerja nerrrpakan stlategi dari Pimplnart

Urrit Organisasi-

Pasal 18

{1) Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pelaksanaan tugas sec.lra individu dengan ketentuall

sebagai berikut:

1. melaksanakal-r tugas sesuai dengan ketentuan butri-

kegiatan .labatan Fungsional masiog-masing atau uraian

tugas jabatan pelaksana. lang <liselaraskan dengan

tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisasi;

2. butir kegiatan Jabatan Flrngsional atau uraian tugas

jabatan pelaksana l'ang dilakukan oleh Pejabat

Fungsional dan pelaksana merupakan penjabaran atau

turunan dan tugas. fur-rgsi, dan kiDerja Unit Organisasr;

-3. dalam pelaksanaan tugas Peiabat Fungsional atau

pelaksana secara individu, Pejal)at Fungsjonal ataLr

pelaksana memperhatikan:

a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

b) target pencapaian krneqa Unit Organisasi; dalt

c) keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaiaD

kineija Pejabat Fungsional atau pelaksana lain dalanr

Unit Organisasi.

b. pelaksanaan tugas dalam tlm kerja dilakukan dengan

Letentuan schagai berikur :

1. melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan

kolaborasi Pejabat I.'ungsional dan/atau pelaksana

dalam Unit urgan;sasi. 
{ 4,
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(4) Jika dalam tim kerja terdapat anggota yang berasal dan tintas 

Unit Organisasi dan /atau lintas instansi pemerintah, Pejabat 

Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 
diutamakan berasal dan Unit Organisasi pemilik kinerja. 

(5) Jumlah tim kerja dan jumiah Pejabat Fungsional dan 

pelaksana dalam tim kerja merupakan strategi dari Pimpinan 

Unit Organisasi. 

Pasal 18 

(1) Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. pelaksanaan tugas secara individu dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan but 

kegiatan Jabatan Fungsional masing -masing atau uraian 

tugas jabatan pelaksana. yang diselaraskan dengan 

tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisasi; 

2. butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas 

jabatan pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat 

Fungsional dan pelaksana merupakan penjabaran atau 

turunan dan tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisas1, 

3 dalam pelaksanaan tug as Pejabat Fungsional atau 

pelaksana secara individu, Pejabat Fungsional atau 

pelaksana memperhatikan: 

a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi; 

b) target pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan 

c) keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaiam 

kinerja Pejabat Fungsional atau peaksana lain dalam 

Unit Organisasi. 

b. pelaksanaan tugas dalam tim kerja dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

l. melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan 

kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana 

dalam Unit Organisasi, i, 
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2. melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan dan

slrategi Pimprnan Urrit Organ isa si:

3.-tika te.dapat permasalahan dan kendala dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat

menyampaikan permetsalahan dan kendala serta

alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi

untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;
,+. Pimpinan Unit Organisasi memaDtau dan mengevaiuasi

secara berkala pel;rksanaan tugas dajl kegiatan tim kerla

sebagai bahan input pengambilan keputusan dan

pembenan arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim

kerja;

5. jika diperlukan dalam melaksanakan tugasn]-a, tim kerja

bcrkoordinasi dengan pejabat laiD atau tim kerja lain;

dalt

6. koordinasi tim ke4a sebagaimana dimaksud dalam

ar)gka 5 drlaliukan pada tahap perencanaaD,

pel:rksanaan, pemantauan dan evaluasi tugas darl

kegiatan tim kerja.

(21 Pelaksanaan tugas ljntas Unit Organisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21 huruf b dilakukan dalam

tim kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelalisanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana

dalam tim kerja lintas Unit Or€anisasi dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dai-l

koiaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas

Unit Organisasi;

b. tim keia melaksanakan tugas Iintas Unit Organisasi

sesuai arahar dan strategi Pimpjnan Unit Organisasi

pemilik kinerja;

c. jika terdapat permasa)ahan dan kendala dalarn

pelaksanaan tugas dan kegiatan, tirn kerja dapat

men,r'ampaikan permasalahan dan kendala serta alternatif
rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi pemiiik

kirrena urrtuk (trputuskan dan/i,tau {litindakla,rjuri. /1,tt
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2. melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan dan 

strategi Pimpinan Unit Organisasi; 
3.jika terdapat permasalahan dan kendala dalam 

pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat 

menyampaikan permasalahan dan kendala serta 

alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi 

untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti; 

4.Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi 

secara berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja 

sebagai bahan input pengambilan keputusan dan 

pembemian arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim 

kerja; 

5.jika diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja 

berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lam; 

dan 

6. koordinasi tim kerja sebagaimana dimaksud dalam 

angka 5 dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tugas dan 

kegiatan tim kerja. 

(2) Pelaksanaan tugas Iintas Unit Orgamisasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2l huruf b dilakukan dalam 

tim kerja dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana 

dalam tim kerja lintas Unit Organisasi dilakukan untuk 

melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan 

kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas 

Unit Organisasi; 

b. tim kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi 

sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi 

pemilik kinerja; 

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam 

pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat 

menyampaikan permasalahan dan kendala serta alternatif 

rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik 

kinerja untuk chputuskan dan/atau ditindaklanJuti, fA., 
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d. dalam hal diperlukan kolaborasi iintas Pimpinan Unit

Organisasi dalam menyelesaikan permasalahzrn dan

kendala sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim keia
dapat me 'ampaikan permasalahan dan kendala serta

aiternatil rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan

Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana

dimaksud l)erada untuk ditindaklanjr.rti sesuai dengan

Ittqas dan fungsr Unir Org.,ntsast nrasing-masingl

e. jika diperlukan, tim kerja dalam melaksanalian tugasn],a

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tlm kerja lain: dan

f. koordinasi tim kerja sebagaimana dimaksud dalam hurr.rf e

dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, serta e!aluasi tugas dan kegiatan tim kerjn.

(31 Pelaksanaan tugas ljntas instansi pemerintah sebaqaima[a

dimaksud dalam Pasal 17 a'ral (2) huruf c dilakukan dalam

tim kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melaksanalian tugas lang mernerlukan keter-libatan dan

kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas

Instansi Pemerintah l

b. tim kerja lintas instalrsi pemelintal-t dapat dibertLlk unluk
melaksanakan tugas dalam rangl<a mencapai target kinerjar

Unit Organisasi pemilik kinerja pada Pemerintah Daerah

atau untuk mendukung program st.ategis Pemerintah

Daerah:

c. tim kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasl

sesuar arahan dan strategi Pimpinan Unit O.ganisasi

pemilili liiuerja pada Pemerinrah Daer-ah arau aral]an

pimpinan Pemerintah Daerah;

d.jika terdapat permasalahan dan kendala dalam

pelaksanaan tugas dalr lregiatan tim l<e.ja dapat

nlenYalrlpaikan permasalahan dan kerrciala setta alternatif

rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi pemllik

kinelja pacla Pemerintah Daerah untuk diputuskail

dan/atau ditindakiarjutir
e. dalam hal diperlukan kolaborasi Lintas Pimpinan Unit

Organisasi atau lintas Instansi Pemerintah dalam

menlelesaikan permasalahan dan kendala sebagaimana {e
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dalam 

dapat 

kendala 

tim kerja pelaksanaan tugas dan kegiatan 

d. dalam ha! diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit 

Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan 

kendala sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim kerja 

dapat menyampaikan permasalahan dan kendala serta 

alternatif rekomendasi kepada masing-masmg Pimpinan 

Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana 

dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 

tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing; 

e.jika diperhukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya 

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lam; dan 

f. koordinasi tim kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e 

dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, serta evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja. 

(3) Pelaksanaan tugas lintas instansi pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 avat (2) huruf c dilakukan dalam 

tim kerja dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas yang memerhukan keterlibatan dan 

kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas 

Instansi Pemerintah; 

b. tim kerja lintas instansi pemerintah dapat dibentuk untuk 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja 

Unit Organisasi pemilik kinerja pada Pemerintah Daerah 

atau untuk mendukung program strategis Pemerintah 

Daerah; 

c. tim kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi 

sesuai arahan dan strategi Pimpman Unit Organisasi 

pemihk kinerja pada Pemerintah Daerah atau arahan 

pimpinan Pemerintah Daerah; 

d.jika terdapat permasalahan dan 

menyampaikan permasalahan dan kendala serta alternatif 

rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik 

kinerja pada Pemerintah Daerah untuk diputuskan 

dan/atau ditindaklanjut; 

e. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit 

Orgamsasi atau lintas Instansi Pemerintah dalam 

menyelesaikan permasalahan dan kendala sebagaimana #, 
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dimaksud daiarr huluf <1, tim kerja dapat men-vampaikan

permasalahan dan kendala serta alternatif rekomendasi

kepada masing-masing Pimpinrin Uuit Organisasi atall

pjmpinan Instansi Pemerintah dimana Pejabat Fungsional

dan pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklaniuti
scsuai dengan tugas dan fungsi Unir Orgarrisasi atau

lnstansr Pemer inlah masing-masrng:

I jika diperlukan tim kerja dalam melaksanakan tugasnya

berkoorciinasi dengaD pejabat lain atau tjm kerja lain; dan

g. koordinasi tim kerja sebagaimana dimaksud daLam huruf I

dilakukan pada tahap perencanaan. pelaksanaan.

pemantauan serta evaluasi tugas dan kegjatan tim kerja.

Pasal 19

(11 Pembagian tanggung jar,r'ab dalam pelaksanaan tugas tim
kerja terdiri atas:

a. tanggungjau-ab Pejabat Penilai Kinerja;

b. tanggungjawab Pimpinan Unit Organisasi;

c. langgungjauab l(etua tim; dan

d. tanggung jawab anggota tim.

(2) TangSung ja\rab Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana

dimaksud pada arat (t) hurul a meiiputi:

a- menvusrrn dan menetapkan roaclmap dan rencana kerja

organisasi;

b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi orgal'risasi

se.jalan dengan strategi dan tujuan organisasil

c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola

dan sumber dava vang optjmal;

d. memastikan pengambilan keputusan -vang tepat dan

efektif: dan

e. memastlkan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas

<lan tungsr anrar Ul'ut Organisasi.

(3) Tanggur.rg jarvab Pimpinan Unit Organisasi st'bagaimana

dimaksud pada alat (1) huruf b melipuril

a. menyusun dan menetapkan rcncana kegiatan;

b. menvediakan dukungan sumber da1.a unruk pelaksanaan

t 
"giata.,, {!
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dimaksud dalam huruf d, tim kerja dapat menyampaikan 

permasalahan dan kendala serta alternatif rekomendasi 
kepada masing-masing Pimpinan Unit Organisasi atau 

pimpinan Instansi Pemerintah dimana Pejabat Fungsional 

dan pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti 

sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi atau 

Instansi Pemerintah masing-masing; 

f. jika diperlukan tim kerja dalam melaksanakan tugasnya 

berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan 

g. koordinasi tim kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf t 

dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan serta evaluasi tugas dan kegatan tim kerja. 

Pasa! 19 

( 1) Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tu gas tim 

kerja terdiri atas: 

a. tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja; 

b. tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi; 

c. tanggungjawab ketua tim; dan 

d. tanggung jawab anggota tim. 

(2) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja 
organisasi; 

b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 
sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi; 

c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola 

dan sumber daya yang optimal; 

d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan 
efektif; dan 

e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas 
dan fungsi antar Unit Organisasi. 

(3) Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) buruf b meliput: 
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan; 

b. menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan 

kegiatan; /«, 
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c- memberikan arahan terpadu, input dan umpan balik atas

pelaksaaan kegiatan,

d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas

antar tim: dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

tim.

14) 'langgung jawab ketua tim sebagaimana dimaksud pada alar

{1)hunif c meliputi:

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan:

b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi.

keahlian dan /atau keterampilan ;

c. melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada Pejabat

Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi iang
bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian

kineia Pejabat Fungsional dan pelaksana; dan

I melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksar-raan

tugas antar anggota tjm.

(5) Tanggung ja.,r'ab anggota tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi:

a. menyusun rencana ke{a individu;

b. melaksanakan kinela sesuai ekspektasi ketua tim; dan

c. melaporkan hasil kincrjanva kepada ketua tim.

Bagian Kelima

Pertanggungjau'aban Pelaksanaan Tugas

Pasa]20

Pejabat Fungsional dan pelaksana -vang ditugaskan secara

individu mc)aporkan pelaksanaan tugasDlia secara langsurg

kepada Prmprnan Unil Orga nisasr.

Pasa)21

{1) Dalam rangka pertan ggu n gja$'aban pelaksanaan tugas dalam

tim ke4a, Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berpe.an

sebagai anggota tim melapolkah pelatrisanaan tugas kcpada

tetua tim. {lr
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c. memberikan arahan terpadu, input dan umpan balik atas 

pelaksaaan kegiatan; 
d. 

memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan 
tugas 

antar tim: dan 

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas 
tim 

(4) Tanggung jawab ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l) huruf c meliputi: 

a. menyusun rincian peiaksanaan kegiatan; 

b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, 

keahlian dan/atau keterampilan; 

c. melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan; 

d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; 

e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada Pejabat 

Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang 

bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian 

kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana; dan 

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan 

tu gas an tar anggota tim. 

(5) Tanggung jawab anggota tim sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d meliputi 

a. menyusun rencana kerja individu; 

b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan 

c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim. 

Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas 

Pasal 20 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara 

individu mclaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung 

kepada Pimpinan Unit Organisasi. 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam 

tim kerja, Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan 

sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

ketua tim.}&, 
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(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai

ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada

Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.

(3) Pimpinan Unit Organisasi secara selvaktu-waktu l)enenang

untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota

tim l<eria.

Bagian Iieenam

Pengelolaan Kinerja

Pasa1 22

(1) Pengelolaan kir'rerja Pe.Jabat Fungsional dan pelaksana baik

]aflg bekerja secara individu maupurr dalam tirat kerja terdiri

alasi

a. perencanaan kjneda rang meliputi penetapan dan

klarifikasi ekspektasi;

b. peiaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja lang
meliputi pendokumentasian kinena, pemberian umpar'

balik berkelanjLltan dan pengembargan kinerja pega\r:ai:

c. penilaian kinerla yang meliputi evaluasi kinelja pegarvai;

dan

d. tjndak lanjut hasi) evaluasi kinerja ],ang meiiputi

pemberian penghargaan dan sanksi.

12) Pengeiolaan kineia Pejabat Fungsional dan pelaksana

sebagaimar,a dimaksud atat {l) dilaksanakan sesliai dengan

ketentuan peratu.an perundang-undangan ]-ang mengatur

mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsionai dan

pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatarl Teknologi, Informasi dar-l Komuniliasi

Pasa1 23

(1J Peme.intah Daerah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektlonik nleialul pelnarlfaatan

apllkasi SPBFI yang terintegrasi dalam mendukung Sjstem
t.

Kerlh PemcriDlah Daerah -{ti
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(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai 

ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada 
Pimpinan Unit Organisasi secara berkala. 

(3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang 

untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota 

tim kerja. 

Bagian Keenam 

Pengelolaan Kinerja 

Pasal 22 

(I) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik 

yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri 

alas; 

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan 

klarifikasi ekspektasi; 

b. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja yang 

meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan 

balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai; 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, 

dan 

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi 

pemberian penghargaan dan sanksi, 

(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana 

sebagaimana dimaksud ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan 

pelaksana. 

Bagian Ketujuh 

Pemanfaatan Teknologi, Informas» dan Komunikasi 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah mengutamakan layanan administrasi 

pemerintahan berbasis elektronik melahi pemanfaatan 

aplkasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem 

Kerja Pemerintah Daerah.44, 
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{2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksLrd pada a-}'at (1) berupa

aplikasi umum ber bagi pakai.

Pasa1 24

(1) Flupatj memastjkan setiap Perangkat l)aerah menggunakat.l

aplikasi umum berbagi pakai setragarnana dimaksr.rd da)am

Pasal 23 a1,at (21.

(2J Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi daiam mendukung Sistem Kerja dikoor(linasikan

oleh tim koordinasi SPBe Pemerintah Daerah.

BAB ]V

PROSES IJISNIS

Pasal 25

i1) Pen) usunan Proses Bisnis merupakaD acuan bagi Perangkat

Daerah untuk menggambarkan hubungan lierja l-ang efektif

dan e[isien anlar Lnir Qrgzrnisasi

(2) Penl,esuaian Sistem Keda Pemerintah Daerah perlu

rnelakukan perbai)ian dan pengenrbangan Proses Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis nrelalui reritr

dan evaluasj dapat dilakukan dengan penyesuaian standai'

operasionai prosedur.

(.1) Reviu dan evaluasi sebagajmana djmaksud pada a_vat {31

dilakukan terhadap:

a. peta subproses;

b. peta relasi;

c. peta lintas fur'\gsii dan/atau

d. peta level 1 dan turunannl,a,

sesuai dengan metode yang digunakan.

i5) Tata cara penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). alat (2) dan a)at (3J dilaksanakan sesuai

rlenga,r kererrttran perar r ra n perundang- u nrlangan.{{
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(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

aplikasi umum berbagi pakai. 

Pasal 24 

(1) Bupati memastikan setiap Perangkat Daerah menggunakan 

aplikasi umum berbag pakai sebagamana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2). 

(2} Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam mendukung Sistem Kerja dikoordinasikan 

oleh tim koordtasi SPEE Pemerintah Daerah. 

BAB JV 

PROSES BISNIS 

Pasal 25 

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat 

Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif 

dan efisien antar Unit Organisasi, 

(2) Penvesuaian Sistem Kerja Pemerintah Daerah perlu 

melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis. 

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu 

dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar 

operasional prosedur. 

(4) Reviu dan evaluasi sebagammana dimaksud pada ayat (3] 

dilakukan terhadap: 

a. peta subproses; 

b. peta relasi; 

c. peta lintas fungsi: dan/atau 

d. peta level 1 dan turunannya, 

sesuai dengan metode yang digunakan. 

(5) Tata cara penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3] dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.fQ., 



BAB V

TRANSFORMAS] MANAJEMEN

Pasal 26

Pelaksanaan Penvesuaian Sistem [erja di lingkungan Pemerintah

Daerah dijaga, dikendaukan dan diclukung oleh tim transformasi

manajemen.
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Pasa1 27

(l) Peran tjm sebagaimana climaksud dalam Pasai 26 meliplrtil

a. dukungan pembinaan strategi organisasi. dengarr tahapan:

1 . pen goord i nasia n penca palan r.nca l'ta sl ra t..grs:

2. penjaminan efektivitas pclaksanaan penlederhanaan

brrokrasi pada PerTerintalt Daerah: dan

3. fasilitasi dan koordinasi arah ketrijakan organisasr di

lingkungal'r Pemelintah Daerah;

b. dul;ungan pembinaan sinergisitas organisasi, dengan

tahapan:

1. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar Unit
Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

2. penlelarasan rencana. strategi di(n rencatla kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan

oieh unsur liesekretar-iaran \ang terdiri dari Pelabat rang

Ber\\enang, Peiabat Penilai Kinerja dan pimpinan unit vang

bertanggungjarval) atas suml)er dal-a manusia. perencanaan

kinerja dan anggaran.

(3J Pembenlukan dan susunan keanggotaan tim transformasl

manaiemFn dttltapkan dengan Kepurusan Bupatr f4_l7
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BAB V 

TRANSFORMASI MANAJEMEN 

Pasal26 

Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah 

Daerah dijaga, dikendalikan dan didukung oleh tim transformasi 

manajemen. 

Pasal 27 

(1) Peran tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi: 

a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan 

l. pengoordinasian pencapaian rencana strategis; 

2.penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan 
birokrasi pada Pemerintah Daerah: dan 

3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. dukungan pembinaan sinergisitas organisasi, dengan 

tahapan: 

I penguatan kolaborasi dan smergisitas antar Unit 

Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

2. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan 

oleh unsur kesekretariatan yang terdiri dari Pejabat yang 
Berwenang, Pejabat Penilai Kinerja dan pimpinan unit yang 

bertanggungjawab atas sumber daya manusia, perencanaan 
kinerja dan anggaran. 

(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim transformasi 

manajemen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.f@¢, 
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BAB Vl

MEKANISME KERJA SEKRETARIAT IDAERAH

Baglan l(esatu

ltcdudukan

Pasa1 28

{1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekreta.iat Daerah

ber)iedudukan di ba*ah dan bertanggung .jau'ab kepada

Pe.jabat Penilai Kinerja.

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan peiaksana sebagaimana

dimaksud pada a]-at (1) dengar.t ketentuan, Pejabat

Fungsional ahli madla, Pejabat Fungsional ahli mucla.

Pejabat Fungsional ahli pertama. Pejabat Fungsbnai

keterampilan dan pejabat pelaksana berkedudr"rkar.r di ba*'ah

dan bertanggungjalvab kepada kepala bagian.

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana

pada sekretariat Dae.ah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peratu.aD Bupati ini.

Ba€iian Kedua

Struktur Penugasan

Pasa1 29

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekretariat Daerah

digambalkan dengan struktur penugasan kepala bagian

sebagai Pejabat Penrlai l(inerja dan Pimpinar1 Unit OrgaDjsasi.

(2) Ketentuan struktllr Penugasan pa<ia sekretariat l)aerah

sebagaimara dimaksud pada a_vat {1) sebagai berikut:

a. asisten menetapl<an perjalljian kinerja kepala bagian; dan

b. kepala bagian memtjerikan peniiaian kineia sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional darr

pelaksana.

(3) Struktur Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada

Sekretariat Daerah sebagaimana tercantarm dalam l-ampiran

_vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

uuparr mr. I lq
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BAB VI 

MEKANIS ME KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 28 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekretariat Daerah 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Pejabat Penilai Kinerja. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat 

Fungsional ahli madya, Pejabat Fungsional ahl muda. 

Pejabat Fungsional ahli pertama, Pejabat Fungsionat 

keterampilan dan pejabat pelaksana berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. 

(3 Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana 

pada sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Struktur Penugasan 

Pasal 29 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekretariat Daerah 

digambarkan dengan struktur penugasan kepala bagian 

sebagai Pejabat Perilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi 

(2) Ketentuan struktur Penugasan pada sekretariat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. asisten menetapkan perjanjian kinerja kepala bagian; dan 

b. kepala bagian memberikan penilaian kinerja sekaligus 

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan 

pelaksana. 

(3) Struktr Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Sekretariat Daerah sebagaimana tercantumn dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini./R, 

----- 
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Pasa1 30

(1) Mekanisme Kerja pada sekretariat Daerah terdiri atas:

a. tahap perencanaan;

b. tahap pelaksanaan; dan

c. tahap evaluasi

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada alat il)
hurul a meliputi:

a. sekretaris L)aerah menrusun dan menetapkan perjanlian

kinerja;

b. sekretads Daerah membagi dan menunjuk asisten sebagaj

penanggLrng jar(ab pencapaian target kineia tertentu;

c. sekretaris l)aerah memberlkan aral'ran dan koordinasi

untuk pelaksanaall kegiatarn dan pencapaian target

kine{a;
d. asisten membagi dan menunjuk kepala bagian sebagal

penanggung jawab pencapajan target liinerja tertentu:

e. asisten memberikan arahan dan koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kiner]a

kepada kepala bagian;

i. kepala bagian merumuskan strategi pencapaian target

kinerjanya;

g. kepala bagian menlampaikan arahan dan ekspeklasr

target kineaa kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana

yarlg berada di bawah koordinasinya; dan

h. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama kepala bagian

mer'lyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran

unlLk pencapaian Iarget kit'teUa

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksr-rd pada a,\.at {t)
huruf b melipLitr:

a. Pejabat Fu.rgsionai atau pelaksana menyr-rsun rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran :

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional

atau pelaksana sesuai perann-\,a berdasarkan kompetensi,

keahlian darl/atau kererampilan: 
a047
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Pasal30 

( 1) Mekanisme Kerja pada sekretanat Daerah terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 

b. tahap pelaksanaan; dan 

c. tahap evaluasi 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 

huruf a meliputi: 

a. sekretaris Daerah menyusun dan menetapkan perjanjian 
kinerja; 

b. sekretaris Daerah membagi dan menunjuk asisten sebagai 

penanggung jawab pencapaian target kinerja tertentu; 

c. sekretaris Daerah membenkan arahan dan koordinasi 

untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target 

kinerja; 

d. asisten membagi dan menunjuk kepala bagian sebagai 

penanggung jawab pencapaan target kinerja tertentu; 

e. asisten memberikan arahan dan koordinasi untuk 

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja 

kepada kepala bagian; 

f. kepala bagian merumuskan strategi pencapaian target 

kinerjanya; 

g. kepala bagian menyampaikan arahan dan ekspektasi 
target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 

yang berada di bawah koordinasinya; dan 

h. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama kepala bagian 

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
untuk pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b meliputi. 

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional 
atatu pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, 
keahlian dan/atau keterampilan;/8, 
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c. kepala basian dan/atalr ketua tim melaksanakan

monitoring perkembangan dan memberikan umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan secara berkala ataLr sewaktu

waktLt; darl

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai ilrdividu atau

ketua tim men),alllpaikan hasil pelaksanaan kegiatan

kepada kepala bagian.

{.i) Tahap evaluasi sel;agarmana dimaksud pada a-vat (l ) huruf c

melipr,rti:

a. kepala bagian menjnjau hasil pelaksanaan kegiatan;

b. kepala bagian menyampaikan hasii pelaksanaan kegiatan

vang telah sesuai rlengan target kepada asisten untuk

ditinjau;

c. asisten menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan ],ang

sesuai dengan ta.get ataupun ekspektasi kepada sekretaris

Daerah untuk ditiniau; dan

d. pelaksanaan kegiataD dinyatakan selesai setelah sekretaris

Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan

dinl,atakan telah sesuai dengan target lang diharapkan.

15) Alur Mekanisme iierja pada sekretariat ljaerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran -\'ang mempakax bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME KERJA

PADA SElく RETARIAT DEⅧ'AN PERヽVAKlしAN RAKYAT DAERAll

Bagian Kcsatu

]くedudukan

Pasa1 31

(l) Pejabat F-ungsional dan pelaksaDa pada sekretariat dewan

penvakilan rakyat Daerah berkedudukan di bar,ah dan

bprtanggunglauab kep.ida Pejabal Perrilai Kinerja. 
f?9
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c. kepala bagian dan/ a tau ketua tim melaksanakan 

monitoring perkembangan dan memberikan umpan balik 
atas pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu­ 

waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau 

ketua tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan 

kepada kepala bagian. 

(4) Tahap evaluasi sebagammana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a kepala bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan; 

b. kepala bagian menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan 

yang telah sesuai dengan target kepada asisten untu 

ditinjau; 

c. asisten menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang 

sesuai dengan target ataupun ekspektasi kepada sekretaris 

Daerah untuk ditinjau; dan 

d. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah sekretaris 

Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan 

dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada sekretariat Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

BAB Vll 

MEKANISME KERJA 

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 31 

(I) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekretariat dewan 

perwakilan rakyat Daerah berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. {4, 
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(2) Ke<ludukan, Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimaita

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat

Fungsionai ahli madra, Pejabat Fungsional ahli muda,

Pej.lbat Fungsional ahli pertama. Pejabat Fungsional

keterampilan dan pejabat pelal<sana berkedurlukan cli bau'ah

darl bertanggungjarvab kepada kepala bagian-

(3) Pellggan'rbaran Kedutlrrkan Pejabat Fllngsional (lan pelaksana

pada sekretariat de$an per\\akilan raklat Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran -yang meaupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peratulan Bupati ini.

Bagian liedua

Struktur Penugasa.

Pasal 32

(11 Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekretariat de\\an

perw,akilan rak!-at Daerah digambarkan dengan strukrur
Penugasan kepala bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja daD

Pimpinan Unit Organisasi.

{2) Ketentuan struktur Penugasan pada sekretariat de\\an

penrakilan raklat Daerah sebagaimana dinraksud pada avat

11) sebagai berikut:

a. sekretaris deu.an per$'akrlan rakl.at Daerah menetapkan

kinerja kepala bagian; dan

b. kepdla bagian memberikan penilaian kinerja sekahgus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan

pelaksana.

{3} Struktur Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada

sekretariat de(an per$akjlan rak\-at Daerah sebagaimana

te.cantum dalam Lampiran -vang merupal(an bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa1 33

(1) Mekanisme Ker.ja pada sekreta at dervan pem,akilan raklat
Daerah terdin atas:

a. tahap Perencanaan:

b. tahap pelaksanaan; dan

c. tahao evaluasr ,l&,' tt
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(2) Kedudukan, Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat 

Fungsional ahhi madya, Pejabat Fungsional ahli muda, 

Pejabat Fungsional ahli pertama. Peyabat Fungsional 

keterampilan dan pejabat pelaksana berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. 

(3) Penggambaran Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana 

pada sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Struktur Penugasan 

Pasal 32 

(I] Pejabat Fungsional dan pelaksana pada sekretariat dewan 

perwakilan rakyat Daerah digambarkan dengan struktur 

Penugasan kepala bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan 

Pimpinan Unit Organisasi, 

() Ketentuan struktur Penugasan pada sekretariat dewan 

perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut. 

a. sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah menetapkan 

kinerja kepala bagian; dan 

b. kepala bagian memberikan penilaian kinerja sekaligus 

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan 

pelaksana. 

(3) Struktur Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 

sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana 

tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 33 

(1) Mekanisme Kerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat 

Daerah terd atas. 

a. tahap perencanaan; 

b. tahap pelaksanaan; dan 

c. tahap evaluasi. / 
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(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada al,-at (1)

huruf a meliputi:

a. sekietarjs dewan pen,akilan rak-\-at Daerah menl usun dan

menei apLan perjanjian k inerla:

b. sekretaris de,,van perwakilan rakyat Daerah membagi dan

n'renunjuk kepala bagian sebagai penanggulg jalr,ab

pencapaian target kineia tertentu;

c. sekretaris dervan perwakilan rakyat Daerah memberikan

arahan dan koordinasi untuk pelai<sanaan kegiatan dan

pencapaian target kinerja tertentu:

d. i(epala bagian me:'umuskan strategi pencapaian target

kinerjanJa;

e. kepala bagian men\arrpaikan aral1an dan ekspektasr

target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan peiaksana

vang berada di bawah koordinasinya; dan

f Pejabat Fungsional dan peiaksana bersama kepala bagian

melrlusulr rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran

urrluk pencapalan rarqel kr nerla

(3) Tahnp pelalisanaa sel)agaimana dimaksud pada alat (t)
hurul b meliputi:

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsiona.l

ataq pelal<sana sesuai perann]-a ber(lasark.u l(olnpetensi.

keahiian dan/atau keterampilant

c- kepala bagian dan/atau ketLla tim melakukan monitol'ing

perkembangan dan memLrerikan umpan balik atas

pelaksanaan kegiatan secara berkala atau se$,aktu-{,aktu

dan

d. Pe-jabat Fuirgsional atau pelaksana sebagai individu atarr

ketua tim menvampaikan hasii pelaksanaan kegiatan

kepada kepala bagian. -f (,
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(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a meliputi: 
a. sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah menyusun dan 

menetapkan perjanjian kinerja; 

b. sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah membagi dan 

menunjuk kepala bagian sebagai penanggung jawab 

pencapaian target kinerja tertentu; 

c. sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah memberikan 

arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan 

pencapaian target kinerja tertentu; 

d. kepala bagian merumuskan strategi pencapaian target 

kinerjanya; 

e kepala bagian menyampaikan arahan dan ekspektasi 

target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 

vang berada di bawah koordinasinya; dan 

f Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama kepala bagian 

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

untuk pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1j 

huruf b meliputi: 

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional 

atau pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, 

keahlian dan/atau keterampilan; 

c. kepala bagian dan/atau ketua tim melakukan monitoring 

perkembangan dan memberikan umpan balik atas 

pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu; 

dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau 

ketua tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan 

kepada kepala bagian.«, 
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(.+) Tahap evaluasi sebagajmana dimaksud pada ayar [1) hurul c

meliputi:

a. kepala bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatani

b. kepala bagian menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

vang telah sesuai de[gan target kepada sekretaris de\l€in

pem,akilan rakJ,at Daerah uDtuk ditinjau; dan

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah sekretaris

derran perrvakilan rakl'at Daerah menerima hastl

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

target lang diharapkan.
(5) Alur Mekanisme Kerja pada sekretariat de$,an penvakilan

rak-vat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran _r,ar-rg

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan llupatr
1111

BAB V:【 I

IVIEKANISivIE KERJA PADA lNSPEKTORAT DAERAH

Bagian l(esatu

Kcdt:dtlkan

Pasa1 34

(l) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada inspektorat Daerah

berkedudukan di bau,ah dan bertanggung jarvab kepada

Pe-jabat Penilai liinerja.

(2) Pejabat Fungsionai dan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada a)at (11 terdifi dari Pejabat Fungsional ahli madra.

Pejabat Fungsional ahli muda. Pejabat Fungsional ahli
pertama, Pejabat Fungsional keterampilan dan pejab.rt

peiaksana berkedudukan di basah dan bertanggti ngja \\ ab

kepada inspektur Dael'ah.

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsionai dan pelaksana

pada inspektorat Daerah sebagaimana pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan daai pel.aturan Buparr

ini l0-
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(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. kepala bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan; 

b. kepala bagian menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan 

yang telah sesuai dengan target kepada sekretaris dewan 

perwakilan rakyat Daerah untuk ditinjau; dan 

c. 

pelaksanaan kegiatan 

dinyatakan selesai setelah sekretaris 

dewan perwakilan rakyat Daerah menerima hastl 

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan 
target yang diharapkan. 

(5] Alur Mekanisme Kerja pada sekretariat dewan perwakilan 

rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1m1. 

BAB VII 

MEKANIS ME KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal34 

( 1 J Pejabat Fungsional dan pelaksana pada inspektorat Daerah 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Pejabat Penilai Kinerja. 

(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) terdiri dari Pejabat Fungsional ahli madya, 
Pejabat Fungsional ahli muda, Pejabat Fungsional ahli 

pertama, Pejabat Fungsional keterampilan dan pejabat 
pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada inspektur Daerah. 

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana 

pada inspektorat Daerah sebagaimana pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

int.44, 
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Bagian Kedua

Struktur Penugasan

Pasa1 35

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada inspektorat Daerah

digambarkan dengan struktur Penugasan inspektur Daerah

sebagai Pejabat Penilai kine4a bersama sekretaris dan

inspektur Pembantu sebagai Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Ketentuan struktur Penugasan pada inspektorat

sebagaimana drmaksurl pada ayat {1 ) sebagai berikut:

a. inspektur Daerah menetapkan kinerja Sekretaris dan

inspektur pembantu;

b. penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana

dilakukan oleh inspektur Daerah selaku Pejabat Penilai

Kinerja; dar.r

c. Pe.iabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan

dad sekretaris dan inspektur pembaDtu selaku Pimpinan

Unit Orgarrisasi.

{3} Strukrur Penugasan pada inspektorat Daerah sebagaimana

tercantum pada Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa1 36

{1) N,lekanisme lierja pada l1'rspektorat Daerah terdiri atas:

a. tahap perencanaan;

b. tahap pe)aksanaan; dan

c. tahap evaiuasi.

(21 Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada al*at 11)

huruf a meliputi;

a. inspektur Daerah menyusun dan menetapkan peianjian
kinerja;

b. inspektur Daerah membagi dan menunjuk sekretaris dan
inspektur pembantu sebagai penanggung jau-ab

pencapaian tar-get kinerja;

c. inspektur Daerah memberikar-r arahan dan kooldinasi

untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target

kj ner ia: J4,
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Bagian Kedua 

Struktur Penugasan 

Pasal 35 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada inspektorat Daerah 

digambarkan dengan struktur Penugasan inspektur Daerah 

sebagai Pejabat Penilai inerja bersama sekretaris dan 

inspektur Pembantu sebagai Pimpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur Penugasan pada inspektorat 

sebagaimana dimaksud pada ayat {l) sebagai berikut: 

a. inspektur Daerah menetapkan kinerja Sekretaris dan 

inspektur pembantu; 

b. penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana 

dilakukan oleh inspektur Daerah selaku Pejabat Penilai 

Kinerja, dan 

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan 

dari sekretaris dan inspektur pembantu selaku Pimpinan 

Unit Organisasi. 

(3) Struktur Penugasan pada inspektorat Daerah sebagaimana 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 36 

(l) Mekanisme Kerja pada Inspektorat Daerah terdiri atas 

a. tahap perencanaan; 

b. tahap pelaksanaan, dan 

c tahap evaluasi, 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 

huruf a meliputi; 

a. inspektur Daerah menyusun dan menetapkan perjanjian 
kinerja; 

b. inspektur Daerah membagi dan menunjuk sekretaris dan 

inspektur pembantu sebagai penanggung jawab 
pencapaian target kinerja; 

c. inspektur Daerah memberikan arahan dan koordinasi 

untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target 
inerja;44, 
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d. inspektur Daerah atas rekomendasi sekretaris dan

inspektur pembantu menugaskan Pejabat Fungsionai dan

pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas sekretaris

dan inspektur pembantlr dengan mempertimbangkan

kebutuhan jumiah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional

atau pelaksana dan lintas Unit Organisasi;

e. sekretaris dan inspektur pembantu merumuskan strategi

pencapaian target kinerjanya;

f. sekretaris dan inspektur pembantu men).ampaikan arahan

dan ekspektasi target kinerja kepada Pejabat FungsionaL

dar.r pelaksana _"-ang berada di barvah koordinasinl'a; dan

g. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama sekretaris dan

inspektur pembantu menJ'usun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kineia.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian

pelaksanaat-r kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional

atau pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi.

keahlian dar-l/atau keterampilan;

c. seLretads, inspektur pembantu dan/atau ketua tim
melakukan monitoring perkembangan dan memberikan

umpar-r balik secara berkala atau seu,aktu-i\,aktu; dan

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau

ketua tim men_vampaikan hasil pelaksanaai kegiatan _vang

sudah sesuai dengan target kepada sekretaris atau

inspektur pembantu.

(,1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada arat (1 ) huruf c
meliputi:

a. sekretaris dan inspektur Daerah meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan;

b. sekretaris dan inspektur pembafitu menyampaikan hasil

pelaksanaan kegiatan _vang telah sesuai dengan targeL

kepada rnspektur Daerah untuk arrrnjau:{(
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d. inspektur Daerah atas rekomendasi sekretaris dan 

inspektur pembantu menugaskan Pejabat Fungsional dan 

pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas sekretaris 

dan inspektur pembantu dengan mempertimbangkan 

kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 

atau pelaksana dan lintas Unit Organisasi; 

e. sekretaris dan inspektur pembantu merumuskan strategi 

pencapaian target kinerjanya; 

f. sekretaris dan inspektur pembantu menyampaikan arahan 

dan ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional 

dan pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan 
g. 

Pejabat Fungsional 

dan 

pelaksana bersama sekretaris dan 

inspektur pembantu menyusun rencana pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja. 

(3) Ta hap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional 

atau pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi. 

keahlian dan/a tau keterampilan; 

c. sekretaris, inspektur pembantu dan/ atau ketua tim 

melakukan monitoring perkembangan dan memberikan 

umpan balik secara berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau 

ketua tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang 

sudah sesuai dengan target kepada sekretaris atau 

inspektur pembantu. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. sekretaris dan inspektur Daerah meninjau hasil 

pelaksanaan kegiatan; 

b. sekretaris dan inspektur pembantu menyampaikan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target 

kepada inspektur Daerah untuk ditinjau; 4C, 
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c. pelaksanaan kegiatan dinl,atakan selesai setelah inspektur

Daelah menelima hasil pelaksanaan kegiatan J'ang

dinl atakan telah sesuai dengan target -vang diharapkan.

(5) Alur l4ekanisme l(erja pada inspel.torat Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran !ang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

MEKANISME KERJA DINAS/BADAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasa1 37

a. Pejabat Fungsional dan pelaksana pada diflas/badan

berkedudukan di ba*ah dan bertanggung jalvab kepada

Pejabat Penilaj I(i!1erja.

b. Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana

dimaksud pada hurui a delrgan ketentuan, Pejallat

Fungsional ahli mad_va, Pejabat Fungisional ahli muda.

Pejabat Fllngsonal ahli pertama, Pejabat Fungsional

lieterampilan dan pejabat pelaksana berkedtrdukalr di bauah

<lan bertanggung ja*'ab kepada Dinas/Badan

c. Penggambar-an kedudukan Pejabat Fungional dan pelaksana

pada dinas/badan tang memi)iki 2 (dua) ievel str-uktur-

sebagaimana tercantum dalam l,ampjran yang merupakan

bagjan tidak terpisahkan dafi Bripati ini

Bagian Kedua

Struktur Penugasan

Pasa1 38

(1) Pe.jabar Fungsional dan pelaksana pada dinas/badan

digambarkan dengRr-r struktur Penugasan kepala

dinas/badan sebagai Pejabat Penilai Kiieda serta sekretaris

dan kepaia bidang sebag:ri Pirnpinan Unit Organisasi. {q
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c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah inspektur 

Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan yang 

dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. 

(5] Alur Mekanisme Kerja pada inspektorat Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran sang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB IX 

MEKANISME KERJA DINAS/BADAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 37 

a. Pejabat Fungsional dan pelaksana pada dinas/badan 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Pejabat Perilai Kinerja. 

b. Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dengan ketentuan, Pejabat 

Fungsional ahli madya, Pejabat Fungisional ahli muda, 

Pejabat Fungsonal ahli pertama, Pejabat Fungsional 

keterampilan dan pejabat pelaksana berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Dinas/Badan 

c. Penggambaran kedudukan Pejabat Fungional dan pelaksana 

pada dinas/badan yang memihki 2 dua) level struktr 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini 

Bagian Kedua 

Struktur Penugasan 

Pasal 38 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada dinas/badan 
digambarkan dengan struktur Penugasan kepala 

dinas/badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta sekretaris 

dan kepala bidang sebagai Pimpinan Unit Organisasi. {4, 
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(2) Ketentuan struktur Penugasan pada dinas/badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut

a. kepala dinas/badan menetapkan kinerja sekretaris dan

kepala bidang:

b. kepala dinas/badan membe kan penilaian kinela bagi

Pejabat Fungslonai dan pelaksana; dan

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menenma Penugasan

dari sekretaris dan kepala bidang selaku Pimpinan Unit

Organisasi.

(3) Struktur Peilugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada

Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) level struktur

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iang rterupaka]]

bagian tidak terpisahkan dari Pe.aturan Bupati ini.

Pasa1 39

(1) Mekanisme Kerja pada dinas/badan terdiri atas:

a. tahap perencanaan;

b. tahap pelalisanaan; dan

c. tahap evaluasj.

(2) Tahap pererlcanaar.l sebagaimana dimaksud pada a,'-at (l )

hurLrI a meliputi:

a. kepa)a dinas/badan menlusun dan nrenetapkan perjanjian

kine d ai

b. kepala dinas/badan membagi dan menur-ijuk sekreta.is

dan kepala bitlang sebagai penanggung, jau,ab pencapaian

target kinerja;

c. kepala dinas/badan memberikan arahan dan koordinasi

untuli pelaksanaan kegiatan dan pencapaian targer

krnerja;

d. kepala dinas/badan atas rckomendasi sekretaris dan

kepala bidang menugaskan Pejabat Fungsional dal
pelaksala untuk membantu pelaksanaan tugas sekreta.is

dan kepala bidang mer-umuskan strategi pencapaian target

kioerianya: {4,

(2) Ketentuan 
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struktur Penugasan pada dinas/badan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut 
a. kepala dinas/badan menetapkan kinerja sekretaris dan 

kepala bidang: 

b. kepala dinas/badan memberikan penilaian kinerja bagi 

Pejabat Fungsional dan pelaksana; dan 

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima Pemugasan 

dari sekretaris dan kepala bidang selaku Pimpinan Unit 

Organisasi. 

(3) Struktur Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 

Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) level struktur 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran Bupati ini 

Pasal 39 

(1) Mekanisme Kerja pada dinas/badan terdiri atas: 

a. tahap perencanaan, 

b. tahap pelaksanaan; dan 

c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) 

huruf a meliputi: 

a. kepala dinas/badan menyusun dan menetapkan perjanjian 

kinerja; 

b. kepala dinas/badan membagi dan menunjuk sekretaris 

dan kepala bdang sebagai penanggung jawab pencapaian 

target kinerja; 

c. kepala dinas/badan memberikan arahan dan koordinasi 

untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target 

kinerja; 

d. kepala dinas/ badan atas rekomendasi sekretaris dan 

kepala bidang menugaskan Pejabat Fungsional dan 

pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas sekretaris 

dan kepala bidang merumuskan strategi pencapaian target 
kinerianya:/, 
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e. seliretaris da]] kepala bidang menyampaikan arahan dan

ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan

pelaksana yang berada di ba$ ah koordinasinya; dan

f. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama sekretafls dan

kepala bidang men-\:usun rencana pelaksanaarl kegiatan

dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

(3) Tahap pelaksaDaan sebagaimana dimaksud pada af.at (1)

huruf b meliputi:

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana men\rusun rjncjan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional

atau pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi,

keahlian dan/ atau keterampilan;

c. sekretaris, kepala bidang, dan/atau ketua tjm melakukan

monitoring perkentbangan dan membel-ilian umpan balik
secara berkala atau sewaktu-u,aktu: dan

d. Pejabat Fur.rgsiona)/ pelaksana sebagai individu atau ketua

tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

sekretaris atau kepala bidang.

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada a.vat (1) huruf c
meliputi:

a. sekretaris dan kepala bidang meninjau hasil pelaksanaan

kegiatani

b. sekretaris dan kepala bidang menyampaikan hasil
pelaksanaan l<egiatan yang telah sesuaj dengaD target

kepada kepala dinas/badar.r untuk ditinjaui dan

c. pelaksanaan kegiatan dinratakaD selesai setelah kepala

dinas/badan menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan

dinyatal<an telah sesuai dengan target yang diharapkan.

{5} Alur Mekanisme Xela pada dinas/badan yang memiiki 2

(dLla) level strllktur sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakar-r bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Brroati rni J(,, l,
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e. sekretaris dan kepala bidang menyampaikan arahan dan 

ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan 
pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan 

f. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama sekretaris dan 

kepala bidang menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran untuk pencapaian target kinerja. 
(3) Tahap pelaksanaan scbagaimana dimaksud pada ayat {l) 

huruf b meliputi 

a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional 

atau pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, 

keahlian dan/ atau keterampilan, 

c. sekretaris, kepala bidang, dan/atau ketua tim melakukan 

monitoring perkembangan dan memberikan umpan bahik 

secara berkala atau sewaktu-waktu: dan 

d. Pejabat Fungsiona/ pelaksana sebagai individu atau ketua 

tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 
sekretaris atau kepala bidang. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 

meliputi: 

a. sekretaris dan kepala bidang meninjau hasil pelaksanaan 
kegiatan; 

b. sekretaris dan kepala bidang rnenyampaikan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target 
kepada kepala dinas/badan untuk ditinjau; dan 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah kepala 
dinas/badan menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan 

dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada dinas/badan yang memiiki 2 

(dua} level struktur sebagaimana tercantum pada Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati int./e, 
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BAB X

l(ETENTUAN PENUTUP

Pasa1 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin),a memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati iDi dengan penempataln_va

dalam Berita Daerah Xabuparpn Kepulauan S."gif-t". (9

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 18 Januari 2024

LAUAN SANCIH E,Pl BUPATI

RINNY TA TUAN

Diul■dangkan di Tahuna

pada tallggal  18 Januari 2024

SEIくRETARIS DAERA卜l KABUPATEN KEIDULAUAN SANGlHE,

EしANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SAN(■ HE TAHUN 2024 NOM()R l

ノ

ンN
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. tQ., 

Ditetapkan di Tahuna 

pada tanggal 18 Januari 2024 

Pj BU PAT! l 'L�UAN SANGIHE, 

• 
RINNY TA�TUAN 

Diundangkan di Tahuna 

pada tanggal 18 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

MELANCHTON HARRY WOLFF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2O24 NOMOR I 
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